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ABSTRAK

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi memisahkan penilaian kedudukan
hukum dengan penilaian pokok permohonan. Hal ini menimbulkan permasalahan
berupa tumpang tindihnya penilaian kerugian konstitusional pada penilaian kedudukan
hukum dengan penilaian pada pokok perkara. Rumusan masalah dalam penelitian ini
pertama, Apakah latar belakang dilakukannya pemisahan penilaian kedudukan hukum
dan pokok permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Kedua, Bagaimanakah formatiidéal bagi penilaian atas kedudukan hukum dan pokok
permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama,
pemisahan penilaian kedudukan hukum dan pokok permohonan pada awalnya
dibentuk dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
dengan tujuan memberikan kewenangan dismissal process kepada Mahkamah,
meskipun dalam praktiknya kedua penilaian tersebut terkadang digabungkan. Dalam
penilaian mengenai kerugian konstitusional sering kali memiliki keterkaitan erat
dengan substansi pokok permohonan. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika
Mahkamah menyatakan Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional pada tahap
kedudukan hukum, tetapi tetap menyatakan norma yang diuji konstitusional dalam
pokok permohonan. Penelitian ini merekomendasikan untuk menggeser penilaian
kedudukan hukum Pemohon yang berbasis kerugian konstitusional kepada penilaian
berbasis kepentingan pemohon. Kedua, penelitian ini juga membandingkan pengujian
undang-undang di Indonesia dengan Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan yang
menggunakan mekanisme pengujian konkret. Pada pengujian konkret, penilaian
kedudukan hukum sudah teruji sejak dari pengadilan bawah, sehingga penilaian
kerugian konstitusional oeleh Mahkamah Konstitusi;akan lebih-berfokus pada pokok
perkara. Indonesia dapat memadukan pengujian abstrak dengan pengujian konkret
yang diformulasikan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi setingkat undang-
undang untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat.
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